
 

 

 

 

 

 

 

LURAH TERONG 

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL 

 

KEPUTUSAN LURAH 

 

NOMOR 98/KEP.2005/2022 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN EKSTREM  

KALURAHAN TERONG TAHUN 2023 

 

LURAH TERONG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan 
ekstrem di Kalurahan diperlukan sebuah data yang valid serta 
langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, 

terpadu, dan menyeluruh; 
b. bahwa menjaga validitas suatu data dibutuhkan sebuah metode 

partisipatif yang melibatkan koreksi dan partisipasi masyarakat 
luas, bahkan masyarakat miskin itu sendiri dalam menentukan 

posisi dirinya, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan 
ekstrem bisa terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan 
Lurah tentang Tim Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem 

Kalurahan Terong Tahun 2023; 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang 

Kesejahteraan  Sosial (Lembaran Negara tahun Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 

2. Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5080); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5235); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



 

  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 

tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 158); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 53); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

  12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 

Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2020 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah 



 

Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 79); 

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 129); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 28); 

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

25. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan  

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran 

Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9); 

26. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 

11); 

27. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan  

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran 

Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9); 

28. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 

11); 

29. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran 

Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 7); 



 

30. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 

Nomor 12); 

31. Peraturan Lurah Terong nomor 15 Tahun 2022 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan 

Terong Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Tahun 2022 

Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN EKSTREM KALURAHAN 

TERONG TAHUN 2023 

   

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem 

Kalurahan Terong Tahun 2023, dengan susunan personalia 

sebagimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Keputusan Lurah ini. 

KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem Kalurahan 

sebagaimanan dimaksud diktum KESATU bertugas: 

a. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat wilayah 

masing-masing; 

b. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga 

miskin; 

c. melakukan pemantauan dan pelaporan; 

d. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan 

penanggulangan kemiskinan sesuai urutan proritas dan urgensi 

masalah; 

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Terong 

pada tanggal 30 Desember 2022    

  

LURAH TERONG, 

 

         

         

SUGIYONO 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN  

 

KEPUTUSAN LURAH TERONG 

NOMOR 98/KEP.2005/2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM 

PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN 

EKSTREM KALURAHAN TERONG 

TAHUN 2023 

 

 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 

 

NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN 

1. Penanggungjawab  Lurah Terong  

2 Koordinator Carik Terong  

3. Ketua Kamituwa  
4. Sekretaris Ketua TP-PKK  
5. Anggota 1. Dukuh se-Kalurahan; 

2. Ketua RT se-Kalurahan 

3. PKK; 

4. Ketua Pokja PKK; 

 

 

 

 

LURAH TERONG, 

 

         

         

SUGIYONO 

 

 


